
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 

NOMOR ?.S TAHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang 

Mengingat 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka untuk 
memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak 
Hiburan, pertu meninjau dan merubah kembali Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 53 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme 
dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan; 

b. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wallkota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak 
Hiburan. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah·Jn 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ll'ldonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Rei:,ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembart111 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 
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G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Hornor 130, Tambahan Lembaran Negara Replt>lit Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Peme, i11tahan antara Peme, intah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarah 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Hornor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Mel11efi Dalam Negeri Nomor 43 T ahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribosi Daerah dan 
Penerimaan Pendapalan Lain-lain; 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 ten1ang 
Pedornan Tata l.aksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2000 Nomor 2), 

10. Peraturan Daerah Kata Palembang Hornor 44 Tahun 2002 tentang 
Ke1en1raman dan Ketertiban (Lemberan Daerah Kola Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagalmana telah diubah deogan Peraturan 
Daerah Kota Palembang Hornor 13 Tahun 2007; 

11. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahon 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Open,sional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan den Tata Kerja Dinas Daerah 
Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang T ahun 2008 
Hornor 9); 

14. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pafembang Tahun 2010 
Nomor13). 

IIEMunJSKAN : 

: PERATIJRAN WALIKOTA PAI.EIIIBANG lENTANG PERSYARATAN, 
MEKANISME DAN PROSEOUR TETAP PEIIUNGUTAN PAJAK 
HIBURAN. 

BABI 

KETENTUAN UIIUII 

Pasal 1 

Oalam Peraturan ini yang dlmaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah W36kola Palem~ 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Oinas Pendapatan Oaerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Dina& adalah Kepala Oinas Pendapatan Oaerah Kota 

Palembang. 
6. Pajak Hihuran adalah Pajak alas penyelenggaraan hiburan. 
7. Kas Umum Oaerah adalah Kas Pemerintah Kola Palembang. 
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8. Bendaharawan Khusus Penerlma untuk selanjulnya disingkat BKP 
adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Oines Pendapatan 
Daetah Kola Palembang. 

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas 1e1tentu dibidang pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beliaku. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan 
kesaruan, bail< yang melakukan usaha yang meiputi ~ 
tefbalas, perseroan komandlter, pe,seroan lainnya, badan usaha milik 
negara (8UMN), alau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama 
dan bentul( apapun, finna, kongsi. koperasi, dana pengsiun, 
penie4(utuan, perkumpulan, yayasan, OJganisasi massa, organisasi 
sosial pojitik atau organisasi lainnya, lembaga clan bentul( badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meiiputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pernungut pajak yang mempunyal hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai ~n kP.IP.nhJan peraluran --
undangan perpajakan daerah. 

12. Mase Pajak adalah jangka -k1u 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan me1apor1can 
pajak yang terutang. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPO 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melal)Ofkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, olljek pajak dan/atau bukan 
objek pajak danlatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPO adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang lelah dilalcukan dengan 
menggunakan formulir alau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Umum Daetah melalui tempat pembayaran yang dilunjuk oleh 
Waikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adaiah Surat Keea4apan Pajak yang ~ 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Keletapan Pajak Oaerah Kurang 8ayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPOKBT adalah Surat K~an Pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

17. Surat Keletapan Pajak Daerah lebil 8ayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB -lah Surat l<erelapan Pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pajak yang temulang alau tidak seharusnya lettuang. 

18. Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah Surat Keretapan Pajak yang menentukan jt.mlah pokok Pajak 
sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPO adalah 
surat untuk melakukan tagihml Pajak dan/atau sanksi adminitrasi 
berupa bunga danlatau denda. 

20. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/alau bukti yang dilaksanakan secara objel<lif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewejiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka metak$anakan k- pe,aturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan rembusi daerah. 
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21. Penyicfikan Tindak Pldana dlbldang Pajak Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dTiakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan buldi itu membuat terang Ttndak Pidana dibidang Pajak 
Oaerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BABU 

PELAKSANAAN PEIIUNGUTAN 

Pasal2 

(1) Se!fap orang atau badan yang menyelenggarakan pemungutan Pajak 
Hiburan, dipungut Pajak Hiburan oleh Walikota melalui Oines 
Pendapatan Oaerah. 

(2) S-uai dqngan 1ug<K pol<ok dan fvng$inya, Din"" Pondapatan 038<3h 
diletapkan sebagai un~ loerja yang melal<sanakan proses penel~n 
adminislrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan Pajak 
Hiburan sesuai dengan persya,atan, mekanisme dan prosedur -P 
yang diatur dalam Peraturan inL 

Pasal 3 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran Pajak Hl>uran 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disesuaikan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pennohonan yang 
lengkaF) dan memenuhi syarat. 

(2) Pennohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyaratan sesual dengan ketenluan dalam Peraturan ini. 

(3) Pennohonan yang ditolak karena tidak memenuhi pe,syaratan 
adminislrasi dan atau pe,syaratan teknis, akan diberitahukan kepada 
Pemohon secata tertulis dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal4 

(1) Terhadap permohonan ~ang telah memenuhi persyaratan, diminta 
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan 
tentang Pemungutan Pajak Hiburan. 

(2) $etelah ditetapkan Keputusan Walikom dimaksud, Kepala Oinas 
menerbitkan Surat Keletapan Pajak Daerah (SKPO). 

(3) Apabila Keputusan Walikllta tentang Penwngutan Pajak Hiburan soclah 
ditetapkan oleh watikota, Pemonon membayar Pajak Hibvran, 
kemudian d~rbitkan Pelikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas 
untuk disampaikan kepada Pemohon. 

Pasal5 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Hiburan dari pendataan sampai dengan 
penagihan sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

(2) Oalam hal kegiatan pendataan, Oinas Pendapatan Oaerah dapat 
melakukan ketja98ma dengan pihak lain untul< rnen,i:,eroleh data yang 
akurat dan uptodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(1) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan penyelenggara 
hiburan. 

(2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan 
Daerah paling lambat 30 (liga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya 
dimulal untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha l<ena Pajak. 

(3) Kepala Oinas Pendapatan Daerah mened>ilkan Surat Kepu1usan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ser1a Maklumat sebagai tanda ootuk 
dike1ahui umum. 

(4) Wajib Pajak lnsidentiil befkewajiban mela!)orl<an kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah tentang perhitungan pajak temutang dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam - pe,tunJUl(an sesetasi 
oleh -jib pajak yang bersangku!an. 

(5) Apabila dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan karois yang telah di 
perforasi (diponsend) oleh Oinas Pendapatan Oaerah maka kan:is yang 
telah di perforasi (dipoosend) dianggap le,jual habis den katcia yang 
tidak (diponsend) dlperhitungkan secara jabatan. 

(6) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah hiburan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerin1ah Daerah. 

BABIV 
DASAR PENGENAAH DAN TARIF PAJAK 

Pual7 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima 
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

(2) Tarif Pajak Hiboran dltetapkan sebesar : 
a. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh l)e(Sen): 
b. Pameran sebesar 10 % (sepuluh pe,$80) ; 
c. Pasar malam, siri<us. akrobat. sulap dan sejenisnya 5"1lesar 10 % 

(sepuluh pe,sen); 
d. Pusat kebugaran (fitness cemer), binaraga sell esar 20 % (dua puluh 

persen); 
e. Pennainan b41yard, p, bowfr,g dan sejenisnya sebesar 20 % (dua 

puluhpersen); 
f. Pagelaran kesenian, rrusik, tari danlatau busana sebesar 20 % (dua 

puluh persen); 
g. Pertandingan olahraga yang bersifat komersil sebesar sebesar 20 % 

(dua puluh pefSeO); 
h. Konles kecantikan dan sejenlsnya sebesar 25 % (dua puluh lima 

persen); 
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25 % (dua puluh fima 

persen); 
j . Omotik. karaoke, klub malam dan sejenisnya sel>e$aJ 30 % (liga 

puluh persen); 
k. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 

(untuk alat-<llat pennainan banchinoo, rttminl. hiper, plnbaU dan 
sejenisnya) sebesar 35 % (liga puluh lirna pergen); 

(3) Oalam hal tarif pajak hiburan pada ayat (2) huruf k, yang dimaksud dan 
sejenisnya, antara lain : 
- TVGame 
- Playstalion 
- Born-born car 
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(4) 8esaran pokOk Pajak Hiburan yang teru1ang dihitung dengan cara 
mengalikan larif sebagainana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Besamya Pajak Hiburan yang bersifat lnsidentiU ditetapkan sebesar 
10 % (sepuluh persen). 

BABY 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal8 

(1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada Walikota teotang perhitungan 
pajak terulang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). harus meogamb,f 
sendiri SPTPD pada Dinas Pendapalan Daerah. 

(3) Wajtb Pajak adalah Badan, make SPTPD harus ditanda tangani oleh 
pengurus alau Direksi dan apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPD yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Dinas 
Pendapalan Daerah harus diberi tanda buldi penerima oleh Petugas 
Dina~ Pendapatan Daerah. 

(5) Kepada [);nas alas wewenangnya berhak melakukan penelilian dan 
pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD. 

BABVI 
PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal9 

(1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah d~eliti. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tidak tergantung 
pada adanya SKPD. 

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terulang ditetapkan dengan rnenerbitkan 
SKPD. 

Pasal10 

(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan 
jumlah pajak terutang dari hasO Pajak Hiburan dalam rangka 
melaksanakan Peraturan ini. 

(2) Untuk kepe,1uan pemeriksaan Petugas Pemeriksa harus rnelengkapi 
dengan Surat Pefinlah T ugas dan harus memperlihatkan kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan alau 

pencatatan dokumen lain yang . berhubungan dengan keglatan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di tempat atau 
ruiuigiln yang diarl!WIP perlu dan memberi<an bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 

c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan 
pemeriksaan Kas (cash opname). 

(4) wajib Pajak tidak memenuhl kewajiban set>agaimana dimaksud pada 
avat (3). maka Plliak - pejak terutang ditetapkan secara taksiran atau 
jabatan, 
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(5) Apablla dalam peogungkapan pembul(uan, pencamtan, atau dol<urnen 
lain serta tidak memberikaan keterangan yang diminta, Wajib Pajak 
yang terkail oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka 
kewajiban untuk merahaalakannya diliadakan alas pennintaan untuk 
kepetluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 11 

(1) Apabila dalam ~l<M ketentuan Pemturan Oaerah tentang Papi< 
Hibura.n diperiukan keterangan yang benar alau bukti yang sah dari 
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Waji> Pajak yang 
diperiksa, atas pennintaan Walikota atau Pejabat yang dituf1uk Kepafa 
Dinas, pihak ketiga tefSebut harus memberikan keterangan atatJ bukti 
yang diminta. 

(2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimabud pada ayat (1), let1<ait oleh 
kewajlban untuk merahaSlal<an, maka keWaJ11>an un1Uk merahasiakan 
dilakukan sesuai clengan ~n peraturan perundang-undangan 
yang beriaku. 

Pua! 12 

Walikola atau Pejabat yang ditunjuk dapat metakukan penyegela,n tempat 
usaha atau ruangan tertentu apabila : 
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagalmana dimaksud dalam 

Pasal 10 pada ayat (3). 
b. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak terutang, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada Daerah. 

BABVII 

MASA PAJAK, SMT PAJAK TERUTANG 
p ... 113 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bag! Wajlb Pajak untuk menghltung, menyetot dan melaporltan pajak 
yang teru1ang. 

Paul14 

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Mesa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peraturan pennlang-undangan perpajakan daerah. 

BABVII 
PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal15 

(1) Pene!apan dan ketetapan pajak diperhilungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah ditelitl. 

(2) BerdasaJkan SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan 
pajak terutang dengan penerbitan SKPD. 

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau 
kurang bayar setelah lewat waktu palilg lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPD diterima, dikeoakan sanksi adminis1rasi berupa bunga 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih clengan menelbitkan STPO. 



BABIX 

TATA CARA PEIIBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pm116 
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(1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada langgal 15 
(lima belas) bulan befikutnya dari masa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Penmyaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus atau 
It.mas. 

BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK 

Pasaf 17 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan pem 1oho11an peogurangan, keringanan 
dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Oinas Pendapatan 
Daerah alas SKPO/STPO untuk 1 (satu) masa pajak tettentu dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDISTPO. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan membuat alasan-alasan 
yang jelas serta didulwn9 dengan bukll yang sah sekaligus 
menyebutkan jumlah pajak terutang menurut pemilungan Wajib Pajak. 

(3) Walikota dalaln jangka waklu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya pem,ohonan harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak_ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Vlalikota belum membe<ikan keputusan, maka 
permohonan yang dlmohonkan dianggap dikabulkan. 

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besamya pajak yang 1erhutang. 

(6) Pengajuan permohonan sebagalmana dinaksud pada ayat (1), 1idak 
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan. 

Pasal18 

Bentuk. jenis dan isi formuir un1Uk penagihan pajak serta landa bukti 
pembayaran dan peM(imaan pajak. masing-masing sesuai dengan Sistem 
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

BABXI 
SISTEII PEIIUNGUTAN PAJAK 

Pasal19 

Sistem Pemungutan Pajak Hiburan sebagainana dimaksud dalarn Pasal 2, 
ada 2 (dua) cara : 
1. $,stem Menghilung Sendirl (Self Assesment System) 

Yaitu wajib Pajak menghilung. mengisi SPTPO dan menyek)r sendiri 
pajaknya 

2. Sistem Ketetapan (Official Assesment System) 
Yailu Ketet.apan Pajak Langsung ditetapkan oleh Oinas Pendapalan 
Oaerah beroasarkan tnasi. 



BAB XII 
PERSYARATAN 

Paeal20 

Persyaratan adminisb"asi Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana 
dimalcsud dalam Pasaf 2, dengan melampirltan antara lain : 
1. Mengisi fonnulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Oinas 

Pendapatan Oaerah dengan )etas. benar dan lengkap. 
2. Foto copy Kartu Tande Penduduk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy i.:in Mendinl<an Bangunan (1MB). 
4. Foto copy Surat lzin Tempel Usaha (SrTU). 
5. Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir. 

BABXIII 

MEKANISIIIE DAN PROSEDUR TETAP 

Pasal 21 

Mekanisme pemungutan Pajak Hibufan deogan cara dibayar sendiri 
(Self Assesment) adalah sebagai berlkut : 

a. Pendaftaran 
1. Menyerahl<an fonnulir pendaftaran kepada Wajib Pajal< seb9lah 

dicatat dalam Dallar Formulir Pendaftaran. 
2. Menerirna dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang 

telah diisl oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Oaftar 
Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerirnaan dan 
selanjutnya dicatat dalam Oaftar lnduk Wajib Pajak, Oaftar Wajib 
Pajak per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPO. 

3. Apablla belum lengk.ap pe,syaratannya, formulir lampirannya, akan 
dikembarikan kepada Wajib Pajak secara tem.dis unhM 
melengkapinya. 

b. Pendataan 
1. Menyerahkan fonnulir penc:tataan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan 

(SPTPO) yang telah diisi oleh Waglb Pajak atau yang diberi kuasa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam da"8r 
SPTPD d-n tanda dan tanooaJ penerimaan, apabila belum 
lengl<ap, SPTPO dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data dan ke dalam - SPTPO 
Wajib Pajak Self Assesmenl 

c. Penetapan 
1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan 

SPTPO dicatat kedalam kartu data. 
2. Membuat Hota Pemilungan Pajak atas dasar kartu data <Ian hasil 

peme,iksaan atau kelerangan lain, dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah l<Jedit pajak yang diperhitungkan dalam 
kartu data. 

3. Al)abila pajak terutarg kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan 
SKPOKB. 

4 . Apabila tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit 
pajak, maka diterbilkan SKPON. 

6. l\pabila terd3P"t tambahan objek pajak yang eama aebagai akibat 
ditemukannya data baru, maka dlterbitkan SKPOKBT. 

6. Apabita terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
diterbitkan Sl<POLB. 
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T. Setelah pembuatan Nota Perflitungan Pajak, selanjutnya 
menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Menerbitkan Oaftar SKPDKB, SKPOKBT, SKPDLB. dan SKPON 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas. 

9. Surat ketetapan ditanda tangani o4eh Unit Kerja Penetapan alas 
nama Kepala Dinas dan Daftar Sumt Ketetapan lenlebut di atas 
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masi119 -
masing disiapkan tanda terimanya. 

10. Menyerahkan kepada waj\b pajak berupa SKPOKB, SKPOKBT, 
SKPDN, kemudian Wajib Pajak menauda tangani masing,,masi119 
tanda terima dan mengembalikannya. 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPOKB dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh ~ma 
persen) dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam 
SKPOKBT dikenakan sanksl administrasi berupa kenaikan sebesar 
100 % ("""'tus persen) dafi Pokol< Pajak. 

12. Apabila SKPOKB, SKPOKBT, SKPON yang diterbitkan lidak atao 
kurang dibayar setelah lewat waktu palirig lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPOKB, SKPOKBT, SKPON paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPOKB, SKPOKBT, SKPON diterima dapat memberikan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bulan menerbitkan STPO. 

Pasal22 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, 
penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan 
prosedur pemungutan pajak dengan cara Sistem Ketetapan 
(Official Assesment). 

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Hixnn betdasarkan cara 
Penetapan (Official Assesment). 
a. Pendaftaran 

1. Mengirim fonnuir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah 
dicatat dalam daitarformuUr pendaftaran. 

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran 
Wajib Pajak yang telah disi dengan Wajb Pajak atao yang 
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda datam 
Oaftar lnduk Wajib Pajak, Daftar Waijt, Pajak pergolo119an 
serta dibuatllaan Kartu NPWPO. 

3. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap 
lampirannya, akan dikembalikan kepada Waji> Pajak secara 
tertulis untuk melengkapi Jampirannya. 

b. Pendataan 
1. Menyiapkan formulir pendataan (SPTPO) kepada Wajib Pajak 

setelah dicatat dalam daftar SPTPO. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan 

(SPTPO) yang lelah diisi o4eh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap 
dalam daftar formui r pendataan diberi tanda dan tanggal 
penerimaan, apabtla belum lengkap dikembalikan kepada 
Wajib Pajak untuk melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang selanjutnyo 
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses 
penetapan. 
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c. Pene1apan 
1. Membuat nota perhi1ungan Pajak Daerah atas dasar kartu 

data. 
2. Menefl>itkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas 
dasar nota perhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar 
SKPD/SKPDT. 

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja 
Penetapan alas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT ditanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda termanya. 

4. Menyerahkan copy daftat SKPD atau SKPDT kepada Unit 
Kerja yang rnembidangl pembukuan penerimaan, penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan Sl<PD atau SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6 . Apabila SKPO atau SKPDT yang dita<bilk3n tidal< otou lwrang 

dibayar setelah lewat waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD atau SKPDT diterima dikenakan sanksi 
admlnis1rasi berupa bunga sc' as 1 2 % (dua pers«t) tiap 
bulan dengan mene<bitkan SPTPO. 

d. Penyetoran 
Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Pe1$1!p6i lenliri darl : 
1. Bank Sumsel yang disediakan di kan1or Dispenda Kola 

Palembang dengan Kode Rekening Nomor : 150-30-00001. 
Penyetoran yarg telah divalidasi didistribusikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
bertugas : 
a. BKP mencatat dan menj1.mlahkan SSPO yang U!iah 

divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan 
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjutnya dibukukan dalam 8uku Kas Umum. 

b. Bendahara l<husus Penenma secara periodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penermaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penertmaan dan diketahul oleh Kepala Dlnas. 

c. Oidistribuswm ke Unit Kerja _,.a sebagai lapo<an. 

2. Penyetoran melalui Kas Oaerah pada Bank Sumsel Cabang 
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor: 150-30-00001 terdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai 

dengan media surat kelelapan dan media penyetoran 
SSPO dan blJdi setoran BanlL 

b. SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah. 
maka lernbar pertama dari SSPD dan bukli setoran Bank 
diserahkan kembali ke Wafib Pajak. 

c. 2 (dua) lembar tindasan SSPO diklnm oleh Kas Daerah ke 
Bendahara l<husus Penemla Oines Pendapatan Daerah 
yang dilampiri bukli seloran BanlL 

d. Bendahara Khusus Penenma, selelah menerima media 
penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dlcatat dan 
dijumlahkan dalam buku pembanhJ penerimaan sejenis 
melalui Kas Oaerah dan selanjutnya dibulu.11<.an da1am Buku 
KasUmum. 

e. Bendahara Khusus Peuerima secara periodik (bulanan) 
menyiaf)kan lapora:n r.alis.asi ,,_...,.,,_an dan ~ran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khu&us 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

f. Oidistnbusikan ke Unit Kerja terltait sebagai laporan. 
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e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran 
1. Angsuran Pembayaran 

a. Met1et i11a surat pennohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian un1uk dijadikan bahan dalam 

persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Oines 
Peodapatan Daerah. 

c. Membuat surat perjanjian angsuran/penolak angsuran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Oines, dan apabila 
pennohonan disetujw selanjutnya dibualkan Daltat Surat 
Petjanjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Peljanjian Angsuran / Penolakan 
angsuran kepa<!a Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian 
Angsuran kepada Unit-unit lain yang telkail 

2. Penundaan Pembayaran 
a. ~a surat pennohonan penundaan pembay.>ran deri 

WajbPajak. 
b. Mengadakan penelilian untuk dljadikan bahan dalam 

pemberia.-1 petselujuan penundaan pembayaran oJeh 
Kepala Dinas. 

c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran / 
penolakan penundaan pembayaran yang dunda langani 
oleh Kepala Oina9, apabila pennohonan disetujui dibuatkan 
dafter persetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran 
kepada W8iib Pajak dan daftar pen,etujuan penundaan 
kepada unit-unit lain yang terkait. 

f. Pembulwan clan Pe-pan 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 
yang tersedia alas dasar SPTPO Wajib Pajak Self 
Assesment. daftar SKPO. daftar SKPOT, daftar SKPON, 
dafter SKPOLB <Ian daflar STPO. 

b. Mencatat kedalam ~u Wajib Pajak sesuai NPWPO dari 
Wajib Pajak rnasing - maslng pada kolom pet ,etapan yang 
tersedia atas dasar SKPO, SKPOT, SKPDKB, SKPOKBT, 
SKPDN, SKPOLB, dan STPD. 

C. Mengaisipkan seuuh dollumen yang telah lletcatat dengan 
memberi nomor urut file. 

2. Pembukuan Penerirnaan 
a. Mencatal ke dalaln buku jenis pajak pada kolom penetapan 

yang len!edia alas dasar bul<u pe, OMimaan sejenis dan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b. Mencatat kedalam bulW Waji> Pajak sesuai dengan NPVIIP 
dari Wajib Pajak pada kolom penyetoran yang tersedia alas 
dasar valic:Jasl dari SSPO dan bukti pemindahbul<uan. 

c. Mengar$ipkal a1au rnenyimpan seluruh dokumen yang 
lelah dicalatdengan .,_,,beri nomo< urut file. 

3. Pelaporan 
a . Membuat laporan raalisasi penerirMan Pajak Daenlh alas 

dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 
perjenis pajak dan daftar tunggakan Wajib Pajak. 

b. Membuat Japoran realisasi setoran masa (Sistem Self 
Assesment). 



13 

g. Ketleratan dan Banding 
1. Penyelesaian Keberatan 

a. Menerima surat pennohonan keberalan dari Wajib ~k. 
b. Meneliti kelengkapan pennohonan keberatan Wajib Pajak, 

diteliti dan diperiksa kembali, dibuat laporan ha.so 
penetitian. 

c. l.aporan ke Kas Daerah untuk diteliti dan dipeftimbangkan 
apakah permohonan keberatan dapat diterima atau tidal<. 

d. Menyampaikan be<lcas keberatan Wajib Pajak disertal 
Pertimbangan Kepala Dinas kepada Walkota untuk 
pembuatan Keputusan, bail< pe1ierimaan atau peoojakan 
terhadap keberatan yang diadukan oleh Wajib Pajak 
tersebut. 

e. Pembuatan Surat Kepulusan yang ditanda tanganl oleh 
Wallk01a atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menefima 
seluruhnya atau sebaga~. mcnolak etau menambah 
pajakterutang. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak 
puas atas Sura1 Keputusan Walikota mengenai keberatan 
yang diajukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan mas;h 
mempunyai hak unluk mengajukan permohooan banding 
kepada Badan Penyelesalan Sengkela Pajak (BPSP) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Panagjhan 
1. Penagihan dengan Surat T eguran 

a. Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari 
setelah batas wai<tu jatuh lempo pembayaran. 

b. Menefl>itkan Surat T eguran. 
c. Menyampaika<l/Penyerahan Surat T eguran kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

2. Penagihan dengan Surat Paksa 
a. Membuat deftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang 

setelah 1ewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 
tanggal Surat Tegwan belum menyetorkan pajak terutang. 

b. Menefbill<an Surat Paksa darl daftar Surat Paksa. 
c. Mengirimkanlmenyerahkan Surat palcsa kepada Wajib 

Pajak yang bet sai igkutan melalui Juru Sita Pajak. 

3. Penagihan dengan Surat Penntah Melaksanakan Penyitaan : 
a. Membuat daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyttaan 

untuk Wajib Pajak yang betum melunasl hutang pajaknya 2 
x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Surat Perinlah Melaksanakan Penyttaan. 
c. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel 

barang-barang miik Wajib Pajak yang boleh disita menurut 
perundang-undangan yang dirinci pada Berita Aca1a 
Pelaksanaan Sita .. 

4. Pengumuman Letang dan Pelaksanaan l.elang 
a. Membual daltar Surat Pennintaan Pelaksanaan Lalang 

untuk Wajib Pajak yang belum rnelunasi hutang pajalcnya 
sampai dengan berakhimya batas waktu 14 (empat betas) 
hari sejak 1af0081 Surat Pelalcsanaan Penyttaan. 

b. Memeriksa hari. tanggal dan jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kepala Dinas dan permlntaan penegasan kepada 
Sadan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN}. 
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c. Menyfapl<an berkas penyitaan Wajib Pajalc yang 
bersangkutan dan pengumuman lelang. 

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, langgal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang 
a Membuat daftar Surat Pencabutan Penyilaan untuk Wajib 

Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah 
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyilaan sampai 
dengan sebellm pengumuman lelang. 

b. Penerbitan Surat Pencabulan Penyilaan. 
c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan 

Derita Acara Pencabutan Penyitaan. 
d. Membual laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan. 
e. Monitoring penyetoran Wajib Pajak sepetti butir 1 d i alas 

untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hulang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampal dengan 
sebetum pelaksanaan lelang. 

f. Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang. 
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
h. Mengirlmlmenyerahkan Surat Pencsbutan Pengumuman 

Lelang oleh Jun, Sita Pajak. 

6 . Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Seketlka dan 
Sekaligus : 
a. ~mbuat dafl9r Surat Pelintah Penagihan Sekelika dan 

Sekaligus (SPPS dan S) unwk Wajib Pajak yang betum 
menyetor. 

b. Meoerbitkan S\Jrat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Oaftar Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

i. Kegiatan pembentulan, pembatalan, pengurangan "-pan 
clan penghapuun atau pengurangan sanbl adminlatraal : 
a. Menerima surat pennohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan keletapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dari Waji) Pajak. 

b. Meneliti kelengkapan permohonan pembelulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi Wajib Pajak. selelah dilakukan penelitian 
dan bila pei1u dilakukan peme,iksaan. dibuat lapotan hasil 
penelitian. 

c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Oinas 
alas permohooan Wajib Pajak. berupa Surat Keputusan 
Penotakan apatila pennohonan dilolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apabila perrnohonan diterima. 

d . Membuat Surat Kepulusan yang ditanda 1angani oleh Kepala 
Dinas alas permohonan Wajib Pajak, berupa Surat Keputu9an 
Penolakan apabila pennohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pembelulan apabila pennohonan diterima. 

e. Menyerahkan SUrat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan 
tembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit Keija 
Pembukuan dan Pelaporan Oinas Pendapatan Oaerah. 

j . Pengembalilln Kelebihan Pembayaran : 
a. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat 
laporan pemeriksaan ditanda tangani oleh Petugas dan Wajib 
Pajak. 
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b. Mencatat ke kartu data, selanjutnya diserahkan kepada Unit 
Kerja pemltungan untuk dilakukan perhitungan penetapan 
kelebihan pembayaran pajak. 

c. MemperhittJngkan dengan utangltunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat Nota 
Perhltungan. 

d. Setelah dipemitungkan dengan utang pajak yang lain temyata 
kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan 
utang pajak lalnnya tecsebut maka Wajib Pajak menerima 
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran 
kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya 
SKPOLB tidak diterbitkan. 

e. Apabila utang pajak setelah dipemitungkan/dikompensasikan 
dengan kelebihan pembayaran pajak temyata lebih, maka 
Wajlb Pajak akan menerlma buk1i pemlndahbukuan san 
oebagai bukti pcrnbayaral\lkompcnoesl don SKPDLB han.,a 
diterbitkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan 
diproses untuk di:erbi1kan SPMKPD dan ditanda tangani oleh 
Walikota. 

g. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak 
sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

(3) Mekanisme dari Prosedur Tetap pemungutan Pajak Hiburan adalah 
sesuai dengan skema aiur sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tida.k dipisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BABXIV 
PENUT\JP 
Paaal23 

Oengan be~akunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 53 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme 
dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan, dicabut dan 
dinyatakan tldak berlaku. 

Paaal24 

Peraturan ini mulai beftaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah~n 
pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Bents 
Daerah Kota Palembang. 
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